
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat 

(1) Peraturan Komisi Pcmilihan umum Nomor 1 Tahun 

2025 ten tang Pemutakhiran Data Pemilih 

Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pem.ilihan 

Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi 

pemutakhira.n data pem.ilih berkelanjutan tingkat 

kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Scrdang Bedagai telah melakukan rekapitulasi dan 

penetapan data pernilih berkclanjutan rnelalui rapat 

pleno terbuka yang dituangkan dalarn Berita Acara 

Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Serdang Bedagai nomor 54/PL.02.l­ 

BA/ 1218/3/2026 tanggal 30 September 2026 tentang 

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih 

Berkelanjutan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi 
Sumatera Utara Tnwulan m Tahun 2026; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud- dalam huruf a dan huruf b, perlu 

Menimbang 

KETUA KOMISI PEMlLIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI 

PENETAPAN REKAPlTULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH 

BERKELANJUTAN KABUPATEN SERDANG BEDAGA1 PROVINS! SUMATERA UTARA 

TRIWULAN ill TAHUN 2026 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG 

NOMOR 9 TAHUN 2026 

TENT ANG 

KOMISI PEMIUHAN UMUM 

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI 

( SALINAN) 



1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tcntang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pernilihan Oubemur, 
Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 23, Tarnbahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 
tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Pemillhan Oubemur, Bupati, dan 
Wolikoto Menjadi Undang-Undang Mcnjadi 
UndangUndang (Lcmbaran Negara Republik lndonesia 
Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6547); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umurn (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) 
sebagajmana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemennt.ah Penggann Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2017 tentang Pernilihan Umum Menjadi 
Undang-Undang (Lembaron Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6863); 

menetapkan Keputusan Kom.isi Pemilihan Umum 

Kabupaten Serdang Bedagai tentang Penetapan 

Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan 
Kabupalen Serdang Bedagai Provinsr Sumatera Uatara 
Triwulan III Tahun 2026; 

Mcngingat 



REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMlLIH 
BERKEl.ANJUTAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAJ 
PROVINS! SUMATERA UTARA TRJWULAN III TAHUN 
2026 
Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih 
Berkelanjutan (POPS) Kabupaten Serdang Bedagai 
Provinsi Sumatera Utara Triwulan III Tahun 2026, 
sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap 
Kabko-PDPB yang menjadi Lam.piran Keputusan dan 
merupa.kan bagian tidak tcrpisahkan dari Keputusan 
ini. 

PENETAPAN TENT ANG BEDAGAI SERDANO 

MEMU1'USKAN: 
KEPUTUSAN KOMIS! PEMlLIHAN UMUM KABUPATEN 

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 
Pem.iliban Umum Kabupaten/Kota (Serita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Pcraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 
Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Pcraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang 
Tata Kerja Komisi Pernilihan Umum, Komisi Pemilihan 
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 377), 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 
2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih 
Berkelanjutan (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2025 Nomor 200); 

KESATU 

Mcnctapkan 



AGUSLI MATONDANG 

ttd 

KETUA KOMISI PEMlLIHAN UMUM 
KABUPATE:N SERDANO BEDAOAI 

Sell!\ln lnl telah sesval der,aan asllnvi 
SEK.RfTAAIAT KOMISI PEMIUHAN UMUM 
kABUPATENSERDANG BEDAGAI 
Kepala Sub Ballan Teknis Penyelenggar911n 

\_Pe~ 

~ 

Ditetapkan di Sei Rampah 
pada tanggal 30 September 2026 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan , KEDUA 



AOUSLI MATONDANG 

ttd 

KETUA KOM1SI PEMIUHAN UMUM 
KABUPATEN SERDANG BEDAOAI 

S1Unan tnl tel ah sesual denga n aslinya 
SEJ(RETAAIAT l(OMJSI PEMILIHAN UMliM 
ICABUPATEN SEROANG 8£0AGAI 
K~la Sub 9aaian Teknls Penyelergpraan 
Pemllu dan Hullum 

L---~­ ~Nr=r 

Jumlah Jumlah Pernilih 
No. Nama Kecamatan Kelurahan L p L+P ..,- 2 3 .. s 6 

l PANT AI CERMTN 12 19.282 19.069 38.351 ,_ 
2 PERBAUNGAN 28 43.196 43.759 86.955 
3 TELUK \ifENOKUDU 12 18.467 18.491 36.958 
4 SEI RAMP AH 17 26.753 27.249 54.002 
5 T ANJU]\ G BERINGIN 8 16.422 15.846 32.268 
6 BANDAR KHA LIPAH 5 9.639 9.912 19.551 
7 DOLOK MERAWAN 17 6.892 7.058 13.950 
8 SfPISPlS 20 12.543 12.900 25.443 
9 DOLOK MASIHUL 28 19.938 21.035 40.973 
10 KOTARIH 11 3.472 3.491 6.963 
II SI LINDA 9 3.671 3.700 7.371 
12 SERBAJADI 10 8.064 8.333 16.397 
13 TE BING TfNOGI 14 15.134 15.431 30.565 
14 PEGAJArlAN 13 11.947 11.990 23.937 ~ 
15 SEIBAMBAN 10 17.033 17.596 34.629 - 
16 TEBING SYAIIBANDAR 10 11.965 12.235 24.200 - 17 BINT ANG BA YU 19 4.735 4.898 9.633 

TOTAL 243 249.153 252.993 502.146 

REKAPITULAS PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIII BERKELANJUTAN {PDPB) 
KABUPATEN SERDANG BEDAOAI PROVINSI SUMATERA UTARA TRlWULAN Ill 

TAHUN 2026 

BERKELANJUTAN KABUPATEN SERDANG 

BEDAGAI PROVINS! SUMATERA UTARA 

TRlWULAN 1Il TAHUN 2026 

PEMILIH DATA PEMUTAKAHIRAN 

LAMP IRAN 

KEPUTUSAN KOMlSI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN SERDANO BEDAOAI 

NOMOR 9 TAHUN 2026 

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI 
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